
 
 
 
 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PURBALINGGA 

 
SALINAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

NOMOR  09 /KWK-PBG/2010 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN MASKOT 
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA 

TAHUN 2010 
     
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,  
 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa 

tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam 

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yaitu  melaksanakan Sosialisasi 

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas 

KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 

b. bahwa dalam upaya menumbuhkan semangat bagi semua 

pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, 

perlu menetapkan Maskot;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purbalingga tentang Penetapan Maskot Pemilihan Umum 

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;  
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI 

Nomor 42 Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4389); 



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI 

Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4721); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembararan Negara RI Nomor 4801); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor 

49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4865); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 

2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 
2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 63 Tahun 2009; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 62 Tahun 2009 ; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 
2008 dan  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 
Tahun 2008;   

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal 
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 
Tahun 2008; 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan 
Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, 
Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan  
Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 
05/KWK-PBG/2010; 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Purbalingga Nomor 08/KWK-PBG/2009 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian 
Informasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil 
Bupati Purbalingga Tahun 2010; 

3. Hasil Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Purbalingga tanggal  4 Februari 2010; 



 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

KESATU : Penetapan Maskot Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Purbalingga Tahun 2010. 
 

KEDUA : Maskot Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum 
Kesatu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 
 

KETIGA  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di   Purbalingga 
pada tanggal  4 Februari 2010 

 
KETUA, 

 
ttd. 

 
HERY SULISTIYONO, ST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MASKOT 

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA 

TAHUN 2010 

 

SURAT SUARA

P EM ILU K A D A

P U R B A LIN G G A

2010

 

 

Maskot Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 

digambarkan berupa karikatur ikan dengan tangan mencoblos surat suara 

bertuliskan Coblos Maning. Perlambangan makna dari Maskot Pemilihan Umum 

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 ini adalah sebagai berikut : 

1. Ikan melambangkan seorang pemimpin harus dinamis dan tenang seperti ikan 

yang selalu bergerak. 

2. Ikan mencoblos surat suara, melambangkan bahwa Pemilihan Umum Bupati 

dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 ini dilakukan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Warna Orange melambangkan kekuatan, 

keseimbangan, kehangatan dan kemauan serta kedewasaan berdemokrasi 

masyarakat Purbalingga yang ditandai dengan kecemerlangan dan dinamika 

demokrasi di Kabupaten Purbalingga. 

3. Tangan kokoh mencoblos menggambarkan keteguhan dan ketulusan dalam 

menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan akal sehat dan hati yang 

bersih. 

4. Surat suara tercoblos dimaknai sebagai perlambangan terhadap tujuan 

penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 

Tahun 2010, adalah bukti masyarakat telah menggunakan hak pilihnya untuk 

memilih pemimpin yang berkualitas demi kemajuan dan kemakmuran 

Kabupaten Purbalingga. 

 

                                               Lampiran  : Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Purbalingga 
Nomor    :  09 /KWK-PBG/ 2010 
Tanggal  :   4 Februari 2010 



 

5. Mata ikan yang bulat mencerminkan pandangan pada satu titik yang pasti 

menuju arah yang pasti serta tekad KPU Kabupaten Purbalingga yang selalu 

berupaya membuka wawasan masyarakat untuk berfikir lebih luas dan 

berkembang seiring dengan kemajuan Purbalingga. 

6. Knalpot melambangkan penyaluran aspirasi masyarakat yang artinya dalam 

memilih pemimpin, pemilih mampu menyaring dan memilah serta 

menentukan sendiri pemimpinnya dengan cerdas. 

7. Air berwarna biru melambangkan ketenangan, kepercayaan, keamanan, 

kebersihan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati 

dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010. 

8. Bentuk hati melambangkan cinta dan damai, memberi makna Pemilihan 

Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 secara langsung 

berdasarkan suara hati yang benar-benar jujur. 

 

 
  Ditetapkan   di   Purbalingga 
  pada tanggal   4 Februari 2010                   

  

KETUA,  

 
ttd. 

 
HERY SULISTIYONO, ST. 

 
 

 

 

 


